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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Kesimpulan 

 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana 

partisipasi masyarakat dalam Penyusunan Rancangan Undang-Undang Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP). 

Berdasarkan hasil temuan dan analisis yang dilakukan oleh peneliti terhadap 

aktor – aktor pelaku partisipasi masyarakat dalam Penyusunan RUU KUHP 

menggunakan konsep Arnstein. 

Gambar 6.1 Partisipasi Masyarakat 

 

 

 
Sumber: Arnstein, S. (1969) ‘A Ladder of Citizen’s Participation’, Journal of the 

American Institute of Planners, no 35, July. 
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Dapat disimpulkan berdasarkan temuan pada bab 4 bahwa partisipasi 

masyarakat dalam penyusunan RUU KUHP dapat dikategorikan dalam kelompok 

derajat semu (degrees of tokenism) dan hanya berpartisipasi pada kategori 

informing dan consultation, karena ketiadaan sebuah komite atau badan public yang 

dibuat dalam perancangan RUU KUHP dan legislator maupun pemerintah tidak 

bisa melibatkan masyarakat untuk menjadi anggota suatu komite atau badan publik 

tersebut. 

6.2 Saran 

 

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, maka saran yang diberikan peneliti 

kepada legislator dan agar masyarakat bisa berpartisipasi sampai pada kategori 

citizen control adalah membentuk sebuah komite atau badan public dalam 

perancangan RUU KUHP yang melibatkan aktor-aktor pelaku partisipasi 

masyarakat karena komite yang dibuat dengan melibatkan masyarakat mempunyai 

akses pada proses pengambilan keputusan. 
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